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SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 

 

Ketentuan Pasal 

dalam 

SSUK 

Data 

1. Korespondensi 7 Alamat Para Pihak sebagai berikut: 

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak :  

Nama :Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi   

Keuangan 

Alamat  :Jl Ir Juanda No 35 Jakarta Pusat 

Telepon :021-3850-455 

Website              : www.ppatk.go.id 

Faksimili : 021-3856-826 

e-mail  : deddy.putranto@ppatk.go.id 

 

Penyedia: 

Nama : PT Frontier Sentratama Indonesia 

Alamat : Gading Bukit Indah Blok M 15 Kelapa 

Gading, Jakarta Utara, 14240 

Telepon : 021-4514151 

Website : Frontier.co.id 

Faksimili : 021-4514152 

e-mail : Research@frontier.co.id 
 

2. Wakil Sah Para Pihak 8.1 Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: 

 

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Deddy Putranto 

 

Untuk Penyedia: Tri Yuniarni B 

 

3. Tanggal Berlaku 

Kontrak 

17.2 Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: penandatanganan kontrak 

tanggal 27 April 2026 s.d. 27 Oktober 2026 

4. Jangka Waktu 

Pelaksanaan 

Pekerjaan 

 

17.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 6 Bulan. 

4. Peristiwa Kompensasi 25.h Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terdapat 

perubahan rencana pekerjaan yang harus mengulang pekerjaan 

dari awal 

 

5. Perpanjangan Waktu 26.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan 

Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya 

perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 5 Hari 

kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan. 

 

6. Pemberian 

Kesempatan 

27.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan 

pekerjaan  sampai dengan 5 hari kerja sejak berakhirnya jangka 

waktu pelaksanaan pekerjaan. 

 

7. Serah Terima 

Pekerjaan 

 

28.2 Serah terima dilakukan setelah laporan diperiksa dan disetujui tim 

teknis, dan serah terima pekerjaan dilakukan di Kantor Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 
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Pekerjaan yang harus diselesaikan berupa : 

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas 

Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme (APUPPT) Tahun Anggaran 2026; 

2. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas 

Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang (APU) Tahun 

Anggaran 2026; 

3. Kuesioner Survei Pengukuran Indeks Efektivtias Rezim 

Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; 

4. Kertas kerja penyusunan rekomendasi dan rencana aksi 

Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim; 

5. Laporan Hasil Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas 

Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 untuk tiap 

Panel Responden. 

 

8. Layanan Tambahan 29 Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia : 

Bersedia melaksanakan rapat dan koordinasi di luar jam kerja 

 

9. Pemutusan Kontrak 

oleh Pejabat 

Penandatangan 

Kontrak 

 

34.1.i Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 

Hari Kerja 

10. Pemutusan Kontrak 

oleh Penyedia 

35.1.a 

 

 

Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan 

pekerjaan paling lama 14 Hari Kerja 

 

 

35.1.b Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling 

lama 14 Hari Kerja 

11. Hak  dan Kewajiban 

Pejabat 

Penandatangan 

Kontrak  

38.2.e Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas 

berupa penyediaan Ruang Kerja di Kantor PPATK, apabila 

diperlukan bekerja di kantor PPATK. 

 

12. Hak  dan Kewajiban 

Penyedia 

39.2.h Hak dan kewajiban lain antara lain: 

1. Konsultan pelaksana Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja 

Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme (APUPPT) di Indonesia Tahun Anggaran 2026 

bertanggung jawab secara profesional atas jasa yang diberikan 

sesuai dengan ketentuan dan etika profesi yang berlaku serta 

menghasilkan output dengan memenuhi aspek sebagai berikut: 

a. Ketepatan waktu pekerjaan yang didasarkan sesuai batas 

waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak pekerjaan; 

b. Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan peraturan 

yang berlaku; 

c. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan; 

dan 

d. Kesesuaian dengan kesepakatan diskusi bersama Tim PPATK. 
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2. Konsultan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti 

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 

(APUPPT) di Indonesia Tahun Anggaran 2026 bertanggung 

jawab atas penjaminan kerahasiaan data dan informasi yang 

dihasilkan dari seluruh kegiatan Konsultan pelaksana Penilaian 

Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang Dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Indonesia Tahun 

Anggaran 2026. 

 

3. Konsultan pelaksana Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja 

Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme (APUPPT) di Indonesia Tahun Anggaran 2026 

bertanggung jawab untuk melakukan penyerahan seluruh data dan 

informasi hasil kegiatan Konsultan pelaksana Penilaian Indeks 

Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Indonesia Tahun Anggaran 

2026.  

 

4.Penanggung jawab profesional Konsultan Pelaksanaan 

Konsultan pelaksana Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim 

Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 

(APUPPT) di Indonesia Tahun Anggaran 2026 adalah tidak hanya 

konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga 

ahli profesional yang terlibat. 

13. Tindakan Penyedia 

yang mensyaratkan 

Persetujuan Pejabat 

Penandatangan 

Kontrak  

 

45.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: 

- Pergantian Personil 

- Pembelian Pelengkapan Kegiatan 

14. Kepemilikan 

Dokumen 

49.3 Seluruh data dan informasi terkait pekerjaan ini yang diketahui 

oleh Penyedia harus diperlakukan secara khusus/rahasia dan 

hanya ditujukan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan ini, 

tidak dapat diteruskan, dipublikasikan atau digandakan dengan 

cara apapun dan kepada siapapun serta tidak dapat digunakan 

sebagai alat bukti untuk kepentingan penegakan hukum maupun 

keperluan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PA/KPA. 

 

15. Pembayaran 

 

52.1.a 

 

 

52.2.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini dapat diberikan uang muka 

(Tidak) 

 

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin  

 

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri 

rekening nomor: 1250006067920 atas nama: PT FRONTIER 

SENTRATAMA INDONESIA dengan jumlah Rp 

Rp1.205.218.400 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Dua Ratus 

Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) termasuk pajak dengan 

rincian sesuai dengan Berita Acara Negosiasi Pengadaan Jasa 

Konsultan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT 

Tahun 2026 Nomor:BA-
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06.3/PL.01.02/3.1/PPATK/IV/2026/KONSULTANIE dan Berita 

Acara  Klarifikasi Adinistrasi dan Teknis Pengadaan Jasa 

Konsultan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT 

Tahun 2026 Nomor: BA-

06.2/PL.01.02/3.1/PPATK/IV/2026/KONSULTANIE. 

 

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:  

Termin ke-1: sebesar 15% dari nilai Kontrak, yaitu 15% x 

Rp1.205.218.400,00 = Rp180.782.760 (Seratus Delapan Puluh  

Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam 

Puluh Rupiah) termasuk pajak, untuk penyelesaian Kuesioner 

Survei Pengukuran Indeks Efektivtias Rezim Anti Pencucian dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme; 

 

Termin ke-2: sebesar 35% dari nilai Kontrak, yaitu 35% x 

Rp1.205.218.400,00=Rp421.826.440,00 (Empat Ratus Dua 

Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat 

Ratus Empat Puluh Rupiah), untuk penyelesaian Laporan Hasil 

Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT 

Tahun Anggaran 2026 untuk tiap Panel Responden; 

 

Termin ke-3: sebesar 30% dari nilai Kontrak, yaitu 30% x 

Rp1.205.218.400,00 = Rp361.565.520,00 (Tiga Ratus Enam 

Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus 

Dua Puluh Rupiah), untuk penyelesaian Laporan Hasil 

Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 

(APUPPT) Tahun Anggaran 2026 dan Laporan Hasil Pelaksanaan 

Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang 

(APU) Tahun Anggaran 2026; 

 

Termin ke-4: sebesar 20% dari nilai Kontrak, yaitu 20% x 

Rp1.205.218.400,00 = Rp241.043.680,00 (Dua Ratus Empat 

Puluh Satu Juta Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan 

Puluh Rupiah), setelah menyelesaiakan  Kertas kerja penyusunan 

rekomendasi dan rencana aksi Hasil Pelaksanaan Survei Indeks 

Efektivitas Kinerja Rezim. 

 

Pembayaran Biaya Langsung Non-personil bersifat at-cost dan 

sepenuhnya dilakukan pada Termin IV yang harus didukung 

dengan bukti riil pengeluaran biaya non-personil. 

 

16. Penyesuaian Harga  

 

55.1 Penyesuaian Harga diberlakukan (Tidak) 

  

17. Penyelesaian 

Perselisihan  

 

57.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan 

Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan 

melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

 










